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ABSTRAK 

Pembatasan  masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 

terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Pembatsan kekuasan bertujuan untuk memberikan batasan kepada 

Pemerintah  agar terhindar dari kemungkinan terjadinya abuse of power. 

Pembatasan masa jabatan prsiden di lakukan untuk menghindari penyalahgunaan 

kekuasan serta meregenerasi kepemimpinan. Adapun rumusan masalah dalam 

penulisan skripsi ini yaitu:  (1)Bagaimana pengaturan periodesasi masa jabatan 

Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sebelum dan Sesudah Perubahan ?,  (2) bagaimana urgensi 

dan pentingnya masa jabatan presiden dan wakil presiden di wacanakan 3 

periode? Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber data yang 

digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi 

dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan dari penelitian ini yaitu 

pembatasan  periodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden  dalam Pasal 7 

Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami 

perubahan guna untuk membatasi kekuasaan Presiden dan menhindari 

kepemimpinan yang otoriter. perkembangan mengenai wacana pembatasan 

periodesasi selalu muncul dengan urgensi untuk menghindari polarisasi dan 

kesinambungan pembangunan hal tersebut merupakan dinamika demokrasi 

sehingga bisa saja menjadi hukum yang di cita-citakan (ius constituendum). 

Kata Kunci : Periodesasi, Presiden dan Wakil Presiden, Republik Indonesia.
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